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309. Perempuan Menjadi Kepala Desa 


S. Bagaimana hukumnya perempuan menjadi Kepala Desa? Bolehkah atau 
tidak? (Fraksi NU DPRGR Pusat) 
J. Sebenarnya mencalonkan orang perempuan untuk pilihan Kepala 
Desa itu tidak boleh, kecuali dalam keadaan memaksa, sebab disamakan 
dengan tidak bolehnya orang perempuan menjadi hakim. 
Demikianlah menurut mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali dan yang dilakukan 
oleh ulama salaf dan khalaf. Tetapi mazhab Hanafi memperbolehkan 
dalam urusan harta benda. Sedang Imam Ibn Jarir memperbolehkan 
dalam segala urusan dari apa saja. 
Keterangan, dari kitab: 
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Demikian pula para ulama berbeda pendapat tentang persyaratan jenis 
kelamin laki-laki (untuk menjadi hakim). Mayoritas ulama berpendapat, 
jenis kelamin laki-laki merupakan syarat keabsahan hukumnya. Imam 
Abu Hanifah berpendapat, perempuan boleh menjadi hakim dalam 
masalah harta. Imam al-Thabari berpendapat, perempuan boleh menjadi 
hakim secara mutlak dalam hal apapun. Abdul Wahab berpendapat, bahwa 
tidak ada perbedaan di kalangan ulama dalam pensyaratan status merdeka. 
Maka ulama yang menolak hakim perempuan, maka ia menyamakan 
hakim perempuan dengan kepimpinan tertinggi (negara) dan menggiyaskan 
perempuan dengan budak karena kehormatannya yang kurang. Ulama 
yang memperbolehkan hakim perempuan untuk masalah harta, maka ia 


1 Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujathid wa Nihayah al-Mugtashid, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 
2006), Juz II, h. 707. | 
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menyamakannya dengan kesaksian perempuan dalam masalah harta. 

Dan ulama yang memperbolehkan hakim perempuan dalam segala hal, 

maka ia menyatakan bahwa hukum asal dalam masalah ini adalah setiap 
perkara yang mudah diputuskan di antara manusia maka hukumnya 
boleh kecuali kepemimpinan tertinggi Negara yang telah dikhususkan 
Oleh ijma' (atas ketidakbolehannya). Sedangkan persyaratan merdeka, 
maka tidak ada khilaf di dalamnya. | 
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Termasuk yang diperselisihkan pada ulama adalah pendapat Imam 
Tsalatsah (Maliki, Syafi'i dan Hanbali), yaitu sungguh seorang perempuan 
tidak sah menangani keputusan hukum, dengan pendapat Abu Hanifah yaitu 
sungguh perempuan itu sah menjadi hakim dalam segala hal yang di 
dalamnya kesaksian perempuan diterima. Menurut beliau kesaksian 
wanita itu bisa diterima dalam segala hal kecuali yang berkaitan dengan 


masalah hukum had-had dan kejahatan (kekerasan) fisik. Begitu pula dengan 
pendapat Muhammad Ibn Jarir al-Thabari yang menyatakan keabsahan 


2 Abdul Wahhab al-Sya'rari, al-Mzan al-Kubra, (Mesir: Musthafa al-Halabi, tth), Cet I, Juz II, h. 189. 
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perempuan menjadi hakim dalam hal apapun. 

Pendapat pertama merupakan pendapat ketat. Dan pendapat inilah 
yang berlaku bagi ulama salaf dan khalaf. Dalam pendapat kedua terdapat 
keringanan, dan pendapat ketiga merupakan pendapat sangat ringan. 

Argumen pendapat kedua dan ketiga adalah bahwa sungguh setiap penentuan 
hukum atas perseteruan-perseturuan itu termasuk bab amar ma'ruf nahi 
munkar (menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran) dan dalam hal 
ini para tidak menyaratkan jenis lelaki. 

Sementara Rasulullah Saw. sungguh telah bersabda: “Tidak akan pernah 
sukses suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan.” Beliau 
bersabda demikian ketika masyarakat mengangkat putri Raja Kisra 
(gelar raja Persia zaman dahulu) sebagai ratu sesudahnya. Para ulama 
ahli kasyf bersepakat atas persyaratan jenis lelaki bagi mursyid yang 
mengajak kepada ridha Allah. Kita tidak pernah mendengar bahwa salah 
seorang perempuan al-salaf al-shalih telah tampil sebagai mursyid yang 
membimbing para murid (untuk wushul ilallah), karena derajat perempuan 
yang kurang (sempurna). Meskipun ada sebagian yang sempurna dari 
kalangan mereka, seperti Maryam putri Imran dan Asiyah istri Fir'aun. 
Maka kesempurnaan mereka tersebut terkait dengan ketakwaan dan 
agamanya. Tidak terkait dengan penetapan hukum di kalangan masyarakat 
dan menuntun mereka suluk (menapaki) magam-magam kewalian.I 
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